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MEKANISME DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERIIADAP KREDITOR

Oleh
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A. PENDAHULUAN
Berbicara mengenai kebutuhan hidup

manusia tidak tidak akan ada habis-
habisnya. Di samping, terus bertambah
jumlahnya (kuantitas) karena kebutuhan
atau pertumbuhan biologis, juga adanya
peningkatan dari sisi mutu (kualitas)
seiring dengan perkembangan jaman.
Sehingga tak heran, jika manusia selalu
mempunyai berbagai macam kebutuhan
yang menuntut untuk selalu dipenuhi,
seperti sandang, pangan, papan, serta
kebutuhan lain yang sifatnya tersier
(mewah). Seiring dengan meningkatnya
kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang
berupa barang maupun jasa, meningkat
pula kebutuhan untuk melakukan ekspansi
usaha bagi para pelaku usaha/bisnis.

Melihat perkembangan kebutuhan
yang semakin hari semakin meningkat
jumlahnya merupakan pasar prospektif,
kemudian mendorong setiap produsen
auat penyedia barang dan jasa untuk
semaksimal mungkin dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Adanya Demand yang tinggi akan
merangsang para pelaku bisnis berlomba-
lomba untuk memperbesar supply-nya.
Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan
berbisnis dari para pelaku usaha adalah
memperoleh keuntungan semaksimal
mungkin dari hasil usahanya. Namun
sayangnya, tidak semua produsen /pelaku
bisnis dapat memenuhi kebutuhan itu.
Mengingat untuk melakukan ekspansi
usaha diperlukan modal yang besar
melalui peningkatan modal usahanya.
Maka para pelaku bisnis yang tidak
mempunyai cukrp modal akan berupaya
untuk memperoleh dana yang segar yang
mampu merealisasikan ekspansi

usahanya.
Pendanaan untuk modal awal

mendirikan suafu perusahaan maupun
dalam rangka peningkatan modal kerja
untuk perluasan usaha, biasanya tidak
hanya berasal dari saku sendiri, melainkan
dapat pula diperoleh dari berbagai sumber
yang lain, seperti pasar modal melalui go
public, pasar uang dalam bentuk pinjaman
kredit dari bank, dan lain-lain. Sumber
pembiayaan perusahaan atau pendanaan
yang konvensional, salah satunya adalah
pinjaman bank. Pinjaman bank tersebut
dapat berasal dari bank yang domestik,
cabang bank asing yang berada dinegara
asal debitor, bank asing yang berada
dimana debitor yang bersangkutan
beroperasi, dan bank di luar negeri
(offsshore bank).

Secara tidak langsung, pinjaman bank
mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan terhadap jalannya
perekonomian atav negara, Pengaruh
signifikan yang sangat dirasakan secara
langsung oleh perusahaan atart dunia
industri terutama adalah diperolehnya
dana segar untuk perluasan usaha ataupun
investasinya yarrg besar. Mengingat
besarnya dana segar yang diperlukan
perusahaan atau debitor, maka biasanya
pinjaman diberikan oleh beberapa bank,
atau yang sering disebut dengan "Kredit
Sindikasi". Hal ini dapat dipahami karena
adakalanya suatu bank tidak mampu atau
tidak cukup dana untuk meminjamkan
keseluruhan jumlah kredit yang
dibutuhkan oleh debitor atau karena alasan
pembatasan peraturan perundang-
undangan, khususnya mengenai jumlah
pemberian kredit yang diinginkan.'

Dengan kata lain menghindari

' DaengNaja, Hukum Kredit dan Bank Garansi,CitraAdfiiaBakti, Jakarta,2005, hal. 36
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I p.tT.g9.*an,bak .maksimum pemberian sfiuktur sindikasi digambarkan dengan

lbedit (Legal Lending Limit atatBMPK ) konsentrasi kepemilikan utang den[an
I lqs.aptapl5a-1 9t91tas y_ang_ berwenang tujuan untuk memahami pJran iu,
I l:t"lq Pasal ll undang-undang Nomor pengelolaan yang dilakukan bt"t u*t_
I ]9 Tahun ]-9:_q Tentang Perbankan. bat*(Creditorgivernance)sebagaisuatu

I tvtgnqglai BYP{, .untuk _.pih1k yang kumpulankreditor(sindikasi).0

I f:$ild:rgan,bank hanya diperbolehkan Kredit sindikasi ttaat hanya
1 !ur, clqr,m,oa{ bank, sedangkan pihak bermanfaat bagi debitor, tetapi juga

I l."rg tidak terkait dengan bank bermanfaat Uagi neaitor.'nank'seffii
J 

dtperbolehkan sampai dengan 20% daxr kreditor selain dapat mengatasi -uruiuh
I modalbank.' . BMPK dan berbagi resikilrisf sharing)

[ , 
Selain itu, kalaupun bank tersebut dengan bank lain, juga dapat menjafn

l cukup dan mampu memberikan kerjasama dengan kelompok perusahaan

finjar-na1ry. dalg junlan yang besar yung biururryu"-".p*yui pitin* t*t
kepada debitor, bank tersebut tetap tidak sendiri. Pendapatan bank meningkat
bersedia sebagai satu-satunya kreditor melalui fee based income atau pendap-atan
gemberi pinJamar Pemberian pinjaman yang berasal dari fee. Bank peserta
dalam jumlah ya.ng besar mauoun kecil sindikasi melalui learning process dapat
tentu mempunyai resiko, semakin besar belajardaribank-banksindikasiyanglebih
jumlah pinjaman, semakin besar resiko berpengalaman. Manfaat lainnya- yang

lang_ harus ditenggung oleh kreditor. tidakkalahpentingbagibankyanguetum
Sehubungan dengan resiko tersebut, dikenal dipasar sindikasi, akan m-endapat
tentunya kreditor pemberi pinjaman tidak pengibaran panji-panji (raising jtid,
mau menanggung resiko yang besar dimana bank akan mendapat-binyak
meskipun jaminan-jaminan telah tawaran untuk ikut serta dalam sindikasi
diberikan oleh debitor). oleh karenanya, apabila telah dikenal dalam pasar
untuk berbagi resiko tersebut, kreditor sindikasi.,
mengajak kreiditor-kreditor lain untuk Stanley Hurn, memberikan unsur-
bersama-sama memberi pinjaman dalam unsurlaeditsindikasi,yangmencakup :j_u_mlah yaang besarkepad a r. Duaatautebiliuankataulembaga
debitor/perusahaan yang memerlukannya. keuangan,

Penelitian yang dilakukan oleh 2. Didasirkanpadapersyaratanyang
Benjamin Esty dan Wliem Meggison sama Uagi ,i-ru p"...tu
tentang hubungan resiko politil dan sindikasi,
hubungan resiko hukum berkaitan dengan 3. Menggunaan satu dokumen kredit
struktur sindikasi menunjukkan bahwa yangsama,

- 
' .Daniel Ginting , Bentuk-Bnetuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang pihak-pihak Dalam

lill/il@si qefta Kewenangan Men-ggjukan Gugatan Dalam Kredit Sindilwsi,PwatPeingkajian Hukum dan
Mahkam"tr4t*U RI, Jakarta, 2005, hal. 63

-o Emy Yushamari, dan Tri Harnowo, Kredit Sindikasi, Rangkaian Lokakarya Terbatas hulatm Kepailitan
dan Wawasan Hulatm Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum dan MahkamahAgung RI, Jakarta, 2b05, hal
xiii

- I nuO!i9n9 f udoyo, Aspek Bisnis Dalam Pembentuknn Kredit Sindilasi dan Tanggung Jawab Masing-
Masing Pihak Didalamnya,Pusat Pengkaj ian Hukum dan Mahkarnah Agung RI, Jakaria-, zdo\nat. tz
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4. Diadministrasikan oleh agenyang
sama.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang
diatas, maka penulis dapat merumuskan
permasalahan yang akan menjadi pokok
pembahasan, yaitu :

l. BagaimanakahMekanismedalam
Perj anj ian kredit Sindikasi ?

2. Sejauhmanakah perlindungan
hukum terhadap kreditur dalam
perjanjian kredit ?

C. PBMBAHASAN

1. Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit
Sindikasi

Kredit sindikasi tidak hanya sangat
bermanfaat bagi debitor, tetapi juga bagi
kreditor. Bank sebagai kreditor selain
dapat mengatasi masalah BMPK dan
berbagi risiko (rusfr sharing) dengan bank
lain, juga dapat menjalin kerjasama
dengan kelompok perusahaan yang
biasanya mempunyai pilihan bank sendiri.
Pendapatan bank meningkat melalui fee
based income atau pendapatal yarrg
berasal dan fee. Bank peserta sindikasi
melalui learning proces dapatbelajar dari
bank peserta sindikasi yang lebih
berpengalaman. Manfaat lainnya yang
tidak kalah penting bagi bank yang belum
dikenal di pasar sindikasi, akan mendapat
pengibaran panji-panji (raising Jlag),
dimana bank akan mendapat banyak
lawaran untuk ikut serta dalam sindikasi
apabila telah dikenal dalam pasar
sindikasi.u

Dilihat dari definisi tersebut. maka

unsur-unsur kredit sindikasi
mencakup:

1) dua atau lebih bank atau lembaga
keuangan;

2) didasarkan pada persyaratan yang
sama bagi semua peserta
sindikasi;

3) menggunakan satu dokumen
kredityang sama;

4) diadministrasikan oleh agen yang
sama.

Mengingat kredit sindikasi melibatkan
beberapa bank sebagai pemberi pinjaman
atau penyedia dana terhadap suatu
perusahaan tertentu sebagai debitornya,
maka perlu dicermati siapakah yang
mengatur dan mengorganisasi serta
mengkoordinasi terlaksananya kredit
sindikasi.

Dengan demikian kredit yang
diberikan oleh beberapa bank peserta
sindikasi secara bersama-sama tetap saja
merupakan kredit masing-masing para
kreditor peserta sindikasi, sekalipun
bersama-sama atau diwakili berdasarkan
kuasa oleh agen, telah melakukan
tindakkan hukum yang sama, yakni
menandatangani perjanjian kredit, tetapi
masing-masing hanya untuk sekedar
bagian tertentu dari keseluruhan kredit
seperti disepakati oleh mereka.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam
perjanjian. Yang perlu dikemukakan
dalam hal ini, antara lain adalah pihak-
pihak mana saja yang terlibat dalam kredit
sindikasi yang bertindak sebagai
arranger/lead bank, lead manager, facility
agent, maupun sec ur ity agent.

Sejauh mana fungsi dan peran mereka

--'Budhionobudoyo,"AspekBknbDalamPembentukanKreditSindikasiDanTanggungJawabMasing-Masing Pihak Di Dalamnya" , Pntceedings; Rangkaian Lokakarya Terbatas Huhtm k$altlan dan Wawasin
Huhtm Bisnis Lainzya, Pusat Pengkajian Hukum & MahkamahAgung RI, Jakarta 2o0t,hal lz.
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dalam kredit sindikasi? Apabila dikaitkan
dengan pengajuan permohonan pailit
kepada debitor kredit sindikasi yang cidera
janji, kredit sindikasi juga menimbulkan
beberapa pertanyaan/permasalahan.
Dalam hal ini siapakah yang berhak
mewakili para kreditor peserta kredit
sindikasi dalam mengajukan permohonan
pailit? Apakah masing-masing kreditor
peserta sindikasi berhak bertindak sendiri-
sendiri atas namanya sendiri mengingat
dalam salah satu klausa perjanjian treait
sindikasi menyebutkan demikian, ataukah
harus mendapatkan persetujuan dari
kreditor peserta sindikasi lainnya?

Hal ini dapat teq'adi pada kreditor yang
merupakan bank kecil yang sangat
tergantung pada pengembalian pinjaman
yang tepat waktu agar cashflow banknya
terkendali dan tidak melanggar BMPK
yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Masalah lain yang perlu diketahui
adalah mengenai hubungan anatara calon
debitor dengan calon lead managerl
arranger. Diketahui bahwa proses
sindikasi meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a) analisafasilitas;
b) penawaran/offerletter;
c) pemberianmandat;
d) undangan bank calon peserta

kredit sindikasi (invitation) ;
e) alokasipenyertaanfinal;
0 dokumentasisindikasi;
g) penandatangananperjanjian; dan
h) publisitas. Sedangkan Z tahap

selanjutnya dilalcukan oleh agen
yaitu: pelaksanaan penyaluran
kredit dan administrasi kredit.

Mencermati proses kredit sindikasi di
atas, pada awalnya, calon debitor yang
memerlukan dana mendatangi Bank X
untuk bisa memperoleh kredit dalam
jumlah besar. Dalam permohonannya,
calon debitor mengemukakan proyeknya

dengan segala prospek dan keuntungan
yang diharapkan. Setelah mempelajari
permohonan tersebut, Bank X
menawarkan kepada beberapa bank untuk
bergabung bersama dalam suatu sindikasi
memberi fasilitas kredit kepada calon
debitor. Selanjutnya Bank X mengadakan
riset atas proyek, badab usaha,
kemampuan finansial dan pribadi debitor
dan menuangkannya ke d alam information
memorandum (nfo memo), yang isinya
disetujui oleh calon debitor. Info memo itu
dibagikan kepada bank-bank calon peserta
sindikasi. Biasanya bank inisiator nantinya
akan bertindak sebagai Z ead Manager

Ada l0 tahapan dalam proses
sindikasi, 8 tahapan pertama dikoordinir
oleh arranger, yaitu:

l. Analisafasilitas,
2. Penawaran/offer letter,
3. Mandate,
4. Invitation,
5. Alokasi penyertaan final

(allocation),
6. Dokumentasisindikasi,
7 . Penandatang anan (signing),
8. Publisitas, Dua langkah

selanjutnya dilakukan oleh Agen,
9. PelaksanaanPemberianKredit,
I 0. Administrasi proses sindikasi
Dalam praktek perbankan ada dua

aliran yang menyatakan Apakah dalam
kredit sindikasi, arranger harus ikut
memberikredit, yaitu:

a. Anglo Saxon style : bisa zero
portfolio, sepanjang investment
banking dapat meyakinkan para
penyandang dana, serta dapat
melakukan buku kegiatan atau
running the book, maka arranger
tak ikut memberikan kredit.

b. Europe style, arrangerharus turut
memberikan kredit (certain
portion)

ISSN : 1412-744 Yo[ Wg No. t, lanuari 2oo! 4
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Dengan demikian pihak-pihak yang
terkait dengan sindikasi, adalah:
a)Debitur, b) Arranger. Apabila di dalam
suatu pengumuman tercantum lead bank,
maka biasanya lead bank tersebut
berfungsi sebagai ananger, c) Kreditur, d)
Agen.

Secara umum, Kreditur terdiri dari:
1. Lead Manager, sebetulnya

kreditur biasa yang tidak terlibat
dalam fungsi apapun, tapi
mempunyai jumlah pemberian
kredit yang besar. Misalkan dalam
undangan disebutkan, bahwa
kreditur yang mempunyai
jumlah>30% dimasukkan dalam
leadrnanager,

2. Manager, dalam undangan
sindikasi bisa disebutkan kreditur
yang mempunyai jumlah 20-25o/o
masuk dalam kategori ini,

3. Participant, istilah ini dalam
prattek bisa bermacam-macam,
bisa juga urrrttk lead tnanager,
manager dan participant. Unttk
masing-masing posisi tersebut
mempunyai fee yang berbeda-
beda.

Masing-masing kreditor peserta
sindikasi menunjuk Agen untuk bertindak
sebagai kuasanya untuk pengurusan
Fasilitas dan Agen Jaminan untuk
bertindak sebagai kuasanya dalam
hubungannya dengan Dokumen Jaminan
dan memberi kuasa kepada Agen Jaminan
untuk kepada masing-masing Agen
Jaminan untuk melakuktran tindakan atas
namanya dan melaksanakan hak kuasa,
dan kewenangan yang telah diberikan
secara tegas kepada Agen dan Agen

Jaminan berdasarkan ketentuan Perjanjian
ini dan Dokumen Jaminan dan halq dan
wewenang lain yang dianggap
berhubungan dengan itu'

2. Perlindungan Hukum Terhadap
KrediturDalam Perjanjian Kredit
Berbicara mengenai kebutuhan hidup

manusia pasti tidak akan ada habis-
habisnya. Di samping, terus bertambah
jumlahnya (kuantitas) karena kebutuhan
atau pertumbuhan biologis, jqga adanya
peningkatan dari sisa mutu (kualitas)
seiring dengan perkembangan jaman.
Sehingga tak heran, jika manusia selalu
mempunyai berbagai macam kebutuhan
yang menuntut untuk selalu dipenuhi,
seperti sandang, pangan, papan serta
kebutuhan lain yang sifatnya tersier
(mewah). Seiring dengan meningkatnya
kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang
merupakan barang atau jasa, meningkat
pula kebutuhan untuk melakukan
ekspanasi usaha bagi para pelaku bisnis.

Melihat perkembangan kebutuhan
yang semakin hari semakin meningkat
jumlahnya merupakan potensi pasar
prospektif, kemudian mendorong setiap
produsen atau penyedia barang dan jasa
untuk semaksimal mungkia dapat
memenuhi kebufuhan-kebutuhan tersebut.

Adanya demand yang tinggi akan
merangsang para pelaku bisnis berlomba-
lomba untuk memperbasar supply-nya.
Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan
berbisnis dari para pelaku usaha adalah
memperoleh keuntungan semaksimal
mungkin dari hasil usahanya. Namun
sayangnya tidak semua produsen/pelaku
bisnis dapat memenuhi kebutuhan itu.
Mengingat untuk melakukan ekspanasi

- ' Daniel_ginting, Prinsip-Pinsip Dasar Krcdit sindit@si, Ptoceedings Kredit Sindikasi: Rangkaian
Lokaknrya Terbatas Huhtm Kepailitan dan Wawasan Huhtm Bisnis Lainiy4Kerjasama Pusat penftajian
Hukum & Mahkamah agung, Jakarta, 2003 hal. I 10.
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. 
diperlukan modal yang besar tidak cukup dana untuk meminjamkan

l r:ru"tu,peningkatanmodalakanberupaya keseluruhan jumlah kredit yang
I untuk memperoleh dana segar yang dibutuhkanolehdebitorataukarenaalasan

I ma,mpu merealisasikan ekspanasi pembatasan peraturan perundang-
I ,t*lryu, undangan' khususnya mengenai jumlah
I l:ldanaan untuk modal awar pemberiankredityangdiijinrian.

J 
mendirikan, suatu. perusahaan maupun Dengan kaia -lain 

menghindari
I duluT rangka peningkatan modal kerja pelanggaran Batas Maksimum pEmberian

I y,.k ,perluasan. 
usaha, biasanya tidak Kredit (Legal Lending Limit atau.BMpK)

I llL"h,.asaldarisakusendiri,melainkan yang ditJtapkan oleh otoritas yanl
; oafat,l|tadiperolehdariberbagaisumber berwenang melalui pasal 11 Undang-
J 

y"}$.latn, seperti pasar modalmelalui go Undang Nomor 10 Tahun 199g Tentarig

I !"bli:, ?ur.T "Tg 
dralam bentuk pinjaman perbankan. Mengenai BMPK, unruk pihak

I 9"d11 
dari bank, dan lain-lain. Sumber yang terkait derrgan bank hlnya

I pembiavaan r.erus.ahaan atau pendanaan diperbolehkan lo% dan modal bank,

I Vl".g konvensional, salah satunya adalah sedangkanpihakyangtidakterkaitdengan
ptnjaman bank. Pinjaman bank tersebut bank diperbolehkan iampai dengan iyvo
dapat berasal dari bank domestik, cabang darimodalbank.,
bank asing yang berada di negara asal
debitor, bank asing yang berada di negara
dimana debitor yang bersangkutan
beroperasi, dan bank di luar negeri
(ffihorebank).

Secara tidak langsung pinjaman bank
mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan terhadap jalannya
perekonomian suatu negara. Pengaruh
signifikan yang sangat dirasakan secara
langsung oleh perusahaan atau dunia
industri terutama adalah diperolehnya
dana segar untuk perluasan usaha ataupun
investasinya yall.g besar. Mengingat
besarnya dana segar yang diperlukan
perusahaan atau debitor, maka biasanya
prnjaman diberikan oleh beberapa bank,
atau yang sering disebut dengan kredit
sindikasi. Hal ini dapat dipahami karena
adakalanya suatu bank tidak mampu atau

Selain itu, kalaupun bank tersebut
cukup dan mampu memberikan prnjaman
dalam jumlah yang besar kepada debitor,
bank tersebut tetap tidak bersedia sebagai
satu-satunya kreditor pemberi pinjaman.
Femberian pinjaman dalam jumlah yang
kecil maupun besar tentu mempunyai
risiko semakin besar jumlah pinjaman,
semakin besar risiko yalg harus
ditanggung oleh kreditor. Sehubung
dengan risiko tersebut, tentunya kreditor
pemberi pinjaman tidak mau menanggung
risiko yang besar (meskipun jaminan-
jaminan telah diberikan oleh debitor).
Oleh karenanya, untuk berbagi risiko
tersebut, kreditor mengajak kreditor-
kreditor lain untuk bersama-sama
memberi pinjaman dalam jumlah yang
besar kepada debitor/perusahaan yang
memerlukanya.

t H'R.DaengNaja,HukumKreditdanBankGaransi,Cet.l, CitraAdityaBakti,Bandung,2005,hal.36.

- ' -Daniel 
Ginting,"Bentuk-BentukPerjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang piiak-pihak Dalam

Sindikasi Serta-Kewenangan Mengaiuknn Gugatan Falam Kredii Sindikasf', proieedings: Rangkaian
Lokakarya Tbrbatas Hulatm Kepalitan dan Wawasan Hulatm Bisnis Lainnya" Cet.l, KJ{asarna-pusat
PengkajianHukum & MahkamahAgung Rtr, Jakarta, 2005, ha1.63"
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Proses legal dalam sindikasi yaitu
,Legal documentation, yang terdiri dari :

a. Representation and Warranties,
merupakan jaminan dari debitur
bahwa semua statement ata:u
pernyataan yang dikeluarkan
adalahbenar,

b. Condition Precedent, adalah
syarat-syarat awal yang harus
dipenuhi sebelum kredit dapat
ditarik,

c. Covenant, merupakan batasan-
batasan, apa yang diperbolehkan
dan yang tidak boleh dilakukan
oleh client,batk affirmative (yang
harus dilakukan) maupun
negative covenan f (yang tak boleh
dilakukan),

d. Yield Protection, atau proteksi
hasil, umumnya yang tetap adalah
spread nya, misalnya SIBOR +
2,5%o, meskipun SIBOR sifatnya
fluktuatif, tetapi angka 2,5o/o yarrg
jadipatokan,

e. Defoult. Dalam hal terdapat
ketidak lancaran membayar
kewajiban oleh debitur

Pihak-pihak yang terkait dengan
dokumentasi legal dalam perjanjian kredit
sindikasi:

1) Legal/Law Firm (Legal Advisor),
Umumnya untuk sindikasi besar
dan rumit, maka arranger akan
menunjuk Legal Advisor yang
bertindak untuk mewakili Bank
Sindikasi, untuk melakukan
negosiasi dengan Legal Advisor
dari debitur tentang draft
perjanjian sinsikasi,

2) Notaris, Untuk sindikasi yang
besar, maka penandatanganan
perjanjian kredit dilakukan
dihadapan notaris (secara
notariil),

Sedangkan pasar sindikasi dapat
dibedakanmenjadi :

1. Sindiknsi Primer; Sindikasi kredit
yang dibentuk oleh Bank-bank,
yang sejak awal terpilih sebagai
anggota sindikasi.

2. Sindikasi sekunder, Terjadi
setelah perjanjian laedit sindikasi
telah ditandatangani, Terdapat 3

metode untuk menciptakan
sindikasi sekunder,a. .Risfr
Participation. Antara salah satu
anggota sindikasi dengan pihak
lain diluar sindikasi dimana
debitur tidak perlu mengetahui.
Perjanjian kredit primer tidak
berubah dan tak perlu mendapat
persetujuan dari debitur, b.
Assigment (clause). Bank
mempunyai hak menjual sebagian
atau seluruhnya atas persetujuan
lebih dulu dari debitur, c.
certificate of transferkepada agen
di tanda tangani kedua belatr
pihak. Tak terjadi sales of assets
atau perubahan perjanjian kredit
sindikasi
Novation.Perjanjian kredit diubah
dengan komposisi baru (misal ada
anggota sindikasi baru yang
masuk). Dalam hal ini teqadi s ales
of assets, perjanjian laedit diubah
dengan komposisi baru sehingga
jaminan harus turut diubah
kembali

Karakteristik pinj aman sindikasi adalah :

l) Pada dasarnyapinjaman sindikasi
meupakan pinjam meminjam
biasa, dimana terdapat debitur dan
kreditur (lebih dari satu).

2) Karakteristik lain adalah adanya
Lead Bank yang bertugas
memimpin proses; a) Evaluasi
kelayakan kredit, b) Uji tuntas
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atau due dilligence, yanE
melibatkan penasehat hukum,
konsultan keuangan, konsultan
pajak yg akan melihat kelayakan
kreditnya,c) Pembuatan proses
penawaran, d) Pembentukan
sindikasi dan pembagian porsi
pinjaman setiap anggota sindikasi,
e) Negosiasi persyaratan
pinjaman, 0 Penunjukan agen
yang memfasilitasi pinjaman
sindikasi dan agen yang mengatur
masalah jaminan kepada kreditur
(security agent), dan bila ada
e s crow acc ount, siapa y ang dipilih
jadi escrow agent, g) Closing dai
perjanjian sindikasi,
Penjaminan kepada semua
kreditur bersifat paripasu,
Tanggung jawab kreditur bersifat
individual, sehingga kelalaian
atau ciderajanji satu kreditm tidak
mempengaruhi kewajiban
kreditur lainnya, kecuali
perj anj ian menyatakan lain,
Semua hak dan komunikasi
dengan debitur dilakukan melalui
facilityagent,
Hak jaminan dipegang dan
dilaksanakan oleh Security Agent,
jadi tidak oleh semua Bank
sekaligus. Masing2 Bank telah
memberikan kuasa kepada
security agent,
Cidera janji debihr kepada satu
kreditur merupakan cidera janji
kepada seluruh kreditur (cross
default), dimana proses
penyelesaiannya dilakukan oleh
facilityagent,
Keputusan kreditur sindikasi,
termasuk menyatakan debitur
lalai atau cidera janji, didasatkan
atas mayoritas dari sisa jumlah

terutang, dalam hal ini voting
dapat dilalcukan untuk keputusan
yangbersifatpenting.

Beberapa aturan hukum yang harus
diperhatikan dalam pinjaman sindikasi
yaitu:

a) Hak, kewajiban dan tanggung
jawab anggota sindikasi yang harus
diatur detail dalam pe{ anj ian,

b)Hak, kewajiban dan tanggung
jawab debitur terhadap kreditur,
misalnya terjadi default apakah
default te{adi pada satu laeditur
atau kepada kreditur yang lain pula

c)Fungsi dan peran tanggung jawab
agen,

d) Komplikasi dalam cidera janj i,
Komplikasi dalam pernyataan
cidera janji termasuk cro ss default
dan technical default (tak
dipenuhinya rasio keuangan yang
disetujui, atau menjual aset yang
tak diperlukan tanpa meminta
persetuj uan lz aj o rity La e dintr),

Masalah enforcemenr hak-hak
anggota sindikasi,

g) Masalah dengan hukum dan
yurisdiksi, karena sebagian besar
kredit sindikasi dengan Bank-
bank asing diatur berdasarkan
hukum asing. Biasanya yang
diatur dengan hukum Indonesia
adalah perjanjian jaminan (karena
aset berada di Indonesia).

Bagi Bank yang belum pernah
memberikan kredit kepada perusahaan
atau korporasi besar, dan ingin belajar,
maka ikut serta dalam keanggotaan Bank
yang akan memberikan kredit sindikasi,
merupakan carayang mudah, karena daam
rangkaian proses sindikasi, akan terjadi
beberapa meeting yang membahas

3)

4)

e)

s)

6)

7)

8)
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kelayakan pemberian kredit dari segala
segi. Walaupun sebagai partisipan, maka
Bank anggota sindikasi tetap harus
mempertimbangkan risikonya, dan
betapapun kecil porsi yang diberikan,
tidak membatasi untuk ikut serta dalam
diskusi dan memberikan ide tentang
penyusunan term & condition dalam
stnrkturkredit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit
sindikasi jangka menengah umrmmya
antara 1 tahun sampai 5 tahun, sedangkan
yang jangka panjang berarti di atas 5

tahun.'o Suku bunga dari laedit sindikasi
nmwnnya bersifat mengambang (floating
rate), yang disesuaikan setiap jangka
waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan
sekali. Mengenai tingkat suku bunga,
adakalanya masing-masing bank peserta
sindikasi menghendaki agar besarnya
ditetapkan berbeda-beda di dalam
perjanjian kredit, yakni sesuai dengan
tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh
oleh masing-masing bank tersebut, yang
perhitungannya berdasarkan Weighted
Average Interest Rate calculation
method."

Sekalipun suatu fasilitas kredit
sindikasi merupakan suatu totalitas,
tanggung jawab dari masing-masing
kreditor peserta sindikasi hanya sebatas
jumlah pinjaman yang menjadi
komitmennya.

Dasar hukum dari Perjanjian Kredit
Sindikasi (PKS) adalah Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) juncto pasal 1338 KUlIPer.
Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Perjanjian

tersebut sudah sah dan mengikat apabila
talah memenuhi empat syarat yaitu:

l. Adanya kesepakatan para pihak
yang membuat perj anj ian,

2. Kecakapan para pihak untuk
membuat suatu perj anj ian,

3. Suatuhaltertentu,
4. Suatu sebab yang halal. Dalam

hukum perjanjian berlaku suatu
asa yang disebut dengan asas
konsensualitas, artinya perjanj ian
mengikat apabila telah tercapai
kesepakatan mengenai hal-hal
pokok dari perjanjian itu.

Selain itu, berlaku pula asas kebebasan
berkontrak dimana diberikan kebebasan
yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang
kepada para pihak dalam perjanjian untuk
membuat perjanjian yang berupa dan
berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan ketertiban umum.
Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu
merupakan Undang-Undang yang berlaku
bagi pembuat perjanjian, sehingga
mengikat mereka yang membuatnya
untuk mematuhi dan melaksanakan
ketentuantersebut.

Salah satu dasar yang cukupjelas bagi
bank mengenai keharusan adanya suatu
perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1

butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, dimana
disebutkan bahwa kredit diberi
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dan pihak
lain.

Pencantuman kata-kata kesepakatan
pinjam-meminjam di dalam pasal tersebut
dapat diartikan bahwa pembentuk

'o Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Huhtn, Grafiti, Jakarta, 1997,
hal.8.

" Ibid
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Undang-Undang bermaksud untuk
menegaskan bahwa hubungan kredit bank
adalah hubungan kontrakhral antara bank
(kreditor) dan nasabah (debitor) yang
berbentuk pinjam-meminjam. OengaI
demikian, bagi hubungan kredit bink
berlaku Buku Ketiga tentang perikatan
pada umumnya, dan Bab keligabelas
tentang pinjam-meminjam KUHper
khususnya.

Secara garis besar, kerangka
Peg'anj ian Sindikasi mencakup :,,

1. Definisi (definiton): memberikan
definisilpenggunaan istilah yang
akan berlaku untuk seluruf,
perjanjian.

2. Fasilitas V,redit (credit facitity):
mengatur tentang jumlah
pinjaman, mekanisme pinjaman,
dan mekanisme pembayaran
bunga, biaya dan pinjaman.

3. Perlindungan penghasilan (yield
Protection): berisikan ketentuan
mengenai pajak danlatau
peningkatan biaya karena
ketidakab sahan suatu keadaan.

4. Biaya dan ongkos (cosls): berisi
ketentuan mengenai peraturan
biaya atas penyiapan dan
negosiasi PKS, termasuk imbalan
bagi konsultan hukum, notaris,
penilai dan asuransi; pemotongan
dan pemeliharaan rekening untuk
pembayaran biayalongkos.

5. Pernyataan dan j aminan
(representation and warranty):
berisikan ketentuan yang
mengatur mengenai hal_ihwal
terhadap debitor, perjanjian,
laporan keuangan, ketidaklalaian
dengan kreditor, serta tidak

" Hardj asumantri, op. c it,bal.9 l

sedang berperkara/ tidak ada
tuntutan.
Janji-janji positif (c{firmative
covenants)'. berisikan janji-janji
dari debitor mengenai trai_trit
yang harus dilalrukan oleh debitor.
seperti janji unruk menggunakar
pinjaman khusus sesuai dengan
tujuan dimohonkan kredit (modal
kerja, pembangunan pabrik,
pembelian barang modal); untuk
memelihara usaha (maintenance
of business); untuk membayar
pajak tepat waktu dan sesuai
dengan aturan; dan untuk Lkut
serta dalam asuransi/menutup
asuransi.
Janji-janji negatif (negative
covenants): berisikan janji-janji
mengenai hal-hal yang tidak boleh
dilakukan oleh debitor tanpa
persetujuan kreditor yaitu:
melakukan merger akuisisi atau
penjualan harta debitor,
melakukan tindakan yang tidak
wajar (arm's length transaction),
melakukan perubahan susunan
Direksi/Kornisaris, dan bagi
deviden.
Prasyarat-prasyarat (Condition
precedent): berisikan ketentuan-
ketentuan tentang hal-hai yang
harus dipenuhi sebelum kredito;
memberikan pinjaman seperli:
mdnyerahkan dokumen yang
diminta (anggaran dasar debitoi
korporasi, specimen signature,
surat persetujuan, surat sanggup),
dan agunan telah ditandatangani.
Peristiwa kelalaian (events af
default):berisikan ketentuan-

6.

7.

8.

9.
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ketentuan tentang peristiwa apa
saja yang rnerupakan kelalaian

{waruprestasi), seperti: lalai
rnernhayar (payrnent default),
pernyataan tidak benan
{representation defoult}, lalai
terhadap pihak lain (cross
default), dituntut paitrit
{bankruptcy defoult), agunan
menjadi tidak sah, terjadi keadaan
atau peristiwa (politik, ekonomi
atau operasional) yang meteriil
yang menyebabkan debitor tidak
dapat melakukan
pern bayaran/pe ngembal ian
pinjaman (rnaterial qdverse
change).

10. Pengangkatan agen fasilitas
(Facility Agent) dan agen
pemegang benda jaminan
{Secwrity Agent): berisikan
ketentuan-ketentuan mengenai
penentuan korum para kreditor
agar Facility agent dan atau
security ageml sah bertindak untuk
dan atas nama para kreditor,
Facility Agent/Security Agent
tidak bertanggung jawab atas
analisa krcdit atas penilaian
kredit, Facility Agent/Security
Agent dapat secara sendiri-sendiri
rnemberikan kredit kepada
debitor, dan penggantian Facility
Agent/SecurityAgent.

11. hal lain-lain (miscellaneous)
berisikan ketentuan-ketentuan
megenai: rnekanisme perubahan
p erj anj ian, p ers etuj u an
pengalihan, alamatkorspondensi,
pilihan hukum dan domisili, serta
pemisahan janji (severability)
yakni apabila karena suatu hal

suatu pasal tidak dapa:
diberlakukan, maka pasal lair
masihtetap berlaku.

D. KESIMPULAN

1. Mekanisme perjanjian kredi:
sindikasi mencakup : a.) Dua atau
lebih bank atau lembaga keuangan.
b.) Didasarkan pada persyaratar
yang sama bagi semua pesertz

sindikasi, c.) menggunakan satr-

dokumen kredit yang sama, d,

Diadministrasikan oleh agen yans
sama. Sedangkan proses ataL
mekanisme kredit sindikas
meliputi beberapa tahapan, yaitu
a.) Analisa fasilitas, b.
Penawaran/offer letter, c.
Femberian mandat d.) Undangar
bank,calon peserta kredit sindikasi
e.) Alokasi penyertaan final, f.
Dokumentasi penyertaan final, g.

Penandatanganan perjanjian dan h.

Publisitas, sedangkan dua tahar
selanjutnya dilakukan oleh age:
yaitu pelaksanaan penyalurai
kredit dan administrasi kredir
diatur dala Buku Ketiga Tentang
perikatan pada umumnya, dan BaL
Ketigabelas Tentang Pinjam-
meminjam KUH Perdata
khususnya.

2. Perlindungan hukum terhadap
kreditur dalam perjanjian kredir
yaitu Undang-Undang No. 7 Tahur
1992 Tentang Perbankan dalan
Pasal 1 ayat ( 12) yang menyebutkar

, ,"kredit diberikan pada konsumer
berdasarkan persetujuan dar
kesepakatan pinjam-mern injan'
antara bank dan peminjam".
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